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Abstrak
 

Penelitian ini menelaah tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam sidang

di pengadilan yang dikaitkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi dan waarmerking berdasarkan

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1874,

Pasal 1874a, dan Pasal 1880 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap bukti surat (akta) di bawah

tangan harus ada legalisasi dari notaris atau pejabat lain yang berwenang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: dapatkah fungsi legalisasi dan waarmerking atas akta yang

dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan, dan

dapatkah akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmerking dari notaris, dibatalkan

oleh hakim.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu untuk

membahas dan menganalisa masalah yang berkenaan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan

dikaitkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi dan waarmerking dalam sidang di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa fungsi legalisasi oleh notaris atas akta di bawah tangan, memberi

kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan,

sehingga dapat memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan, dan fungsi

waarmerking atas akta di bawah tangan hanya memberi kepastian tanggal pendaftaran dari akta itu. Akta di

bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmerking dari notaris, dapat dibatalkan oleh hakim

apabila dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan bukti-bukti yang cukup,

antara lain karena syarat subyektif dalam akta tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata. Notaris harus lebih berhati-hati dalam pembuatan akta, termasuk dalam

melegalisasi dan mewaarmerking akta yang dibuat di bawah tangan, karena dalam praktek kerap ditemukan

identitas palsu.
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